BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam

perencanaan dan penganggaran serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu

tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran di

Kabupaten Timor Tengah Selatan, dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Dari penelitian yang dilakukan untuk menganalisa tingkat

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran di

Kabupaten Timor Tengah Selatan, jawaban terbanyak dari setiap

dimensi yang ada yaitu:

a.

Fokus Pada Kepentingan Masyarakat, tingkat partisipasi
masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, masih dalam
kategori yang cukup dalam merencanakan perencanaan yang
berdasarkan pada kepentingan masyarakat.

Dari dimensi Partisipatoris, masyarakat masih kurang diberi
kesempatan untuk menyampaikan sumbangan pemikiran dan ide-
ide dalam setiap perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan
disetiap musyawarah desa, kecamatan, dan kabupaten.

Dari dimensi Dinamis, masyarakat masih kurang
berpartisipasi dalam hal pelaksanaan perencanaan yang

berkelanjutan dan dapat meningkatkan proaktif masyarakat.



d. Dari dimensi Sinergitas, perencanaan partisipatif masih
kurang dalam menjamin keterlibatan semua pihak dan
memperhatikan interaktif diantara stakeholder di daerah serta
meningkatkan  kerjasama antar wilayah administrasi dan
memperhatikan kepentingan strategis daerah.

e. Dari dimensi Legalitas, perencanaan partisipatif cukup
menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat yang ada di Desa
masing-masing, serta masyarakat cukup berpartisipasi dalam
perencanaan  dengan tidak adanya peluang terjadinya
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

f. Dari dimensi Fisibilitas, perencanaan partisipatif cukup
sesuai dengan spesifikasi dan ukuran yang diinginkan oleh
masyarakat, serta juga perencanaan partisipatif sesuai dengan

waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas responden menyatakan bahwa
faktor pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar belakang sosial
budaya merupakan faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam
perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dari Keempat faktor tersebut, 45% responden menilai jenis kelamin
merupakan faktor yang paling menentukan tingkat partisipasi

masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.



4. Selain dari faktor pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar
belakang sosial budaya, terdapat faktor penentu lain, yaitu faktor
kekuasaan elit yang ada di desa.

6.2 Saran
Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan (keinginan)
yang telah lama dirasakan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

2. Mengoptimalkan enam dimensi yang ada agar tercapai tingkat partisipasi
masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa/ kecamatan, unsur
pembangunan, dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan
pembangunan partisipatif.

4. Perlu sosialisasi perencanaan dan penganggaran untuk memberikan
penjelasan kepada masyarakat mengenai proses perencanaan dan

penganggaran agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut.
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